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PENGANTAR

“Jaminan Sosial dalam Proses Pembuatan
Kebijakan dan Perencanaan Sosial”

Oleh:
Prof. Dr. Drs. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.

(Guru Besar Kebijakan dan Perencanaan Sosial, Program S3
Jurusan  Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penulis,

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si., seorang peneliti pada Pusat Penelitian,
Badan Keahlian DPR RI yang pernah menjadi mahasiswa saya pada Pro-
gram S3 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia.

Adalah sebuah kehormatan ketika  penulis meminta kepada saya untuk
memberikan pengantar pada bukunya yang berjudul “Jaminan Sosial dalam
Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-
Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Sebagai seorang
mantan Promotor saya bangga, karena salah satu bimbingan saya tidak pernah
berhenti berkarya dan menunjukkan semangat yang luar biasa untuk terus
berprestasi, yang salah satunya adalah dengan menulis buku.

Dalam buku ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan analisisnya
terkait legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Secara khusus penulis menganalisis tentang jaminan sosial
dalam perspektif Parlemen, di mana perspektif ini terkait dengan upaya yang
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seharusnya dilakukan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.
Parlemen memandang pentingnya perlindungan sosial yang diselenggarakan
melalui sistem jaminan sosial nasional, yang bersifat universal, yang dapat
diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perspektif Parlemen ini kemudian
berhasil memperjuangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, walaupun
Parlemen menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan-perdebatan sengit
dengan Pemerintah.

Sebagai seorang Guru Besar Kebijakan dan Perencanaan Sosial, saya melihat
buku ini dapat memperkaya Ilmu Kesejahteraan Sosial bukan saja pada materi
tentang jaminan sosial, namun juga pada materi tentang policy making process,
di mana legislasi telah menempatkan Parlemen dan Pemerintah sebagai pembuat
kebijakan-kebijakan sosial di bawah konstitusi. Dalam hal ini Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, merupakan sebuah produk kebijakan sosial
untuk kesejahteraan masyarakat. Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini merupakan bagian dari
perencanaan sosial yang secara ideal dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan dan perencanaan sosial merupakan hal yang sangat penting, karena
akan berdampak pada kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan Gouh
dalam Kennett (2004, p. 240-241), “Social policy:
1. Is a policy, that is, an intentional action within the public sphere is achieve

certain goals, not just whatever people do the secure their livelihoods;
2. Is oriented to social welfare goals, that is, some positive conceptions of

human well-being, whether defined in terms of human needs, capabilities,
active participation, equity, justice, and so on;

3. Operate through a wide variety of policy instruments across a number of
sectors, that is, it may include land reform, agricultural support, work
programmes, food subsidies, tax expenditures, as well as health, education
and social protection programmes;

4. Is formulated and implemented by a wide spread of actors acting within
a public sphere. This means that the field of social policy is not confined
to the nation-state, but may extend downwards through regions to localities
and associations wherever there is a recognizable ‘public sphere’, and up-
wards to transnational and global actors.”
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Berdasarkan Gouh tersebut, maka legislasi Rancangan Undang-Undang
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dipandang sebagai upaya
pembuatan kebijakan sosial khususnya terkait masalah jaminan sosial. Legislasi
ini dimaksudkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Proses pembuatan kebijakan
dilakukan pada lingkup yang luas di mana masyarakat diwakili oleh Parlemen
yang berdiskusi dengan Pemerintah sebagai penyelenggara negara, dalam rangka
menghasilkan kebijakan sosial yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam analisisnya penulis mengemukakan bahwa legislasi Rancangan
Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan
upaya untuk mengatur penyelenggaraan jaminan sosial yang sitematis di In-
donesia, dengan tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial masyarakat.
Meskipun legislasi tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan diwarnai
perdebatan-perdebatan sengit antara Parlemen dan Pemerintah, namun
akhirnya kedua pihak dapat menyetujui UU No. 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Legislasi tersebut dapat diibaratkan
sebagai pintu gerbang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setelah lahirnya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, maka pengaturan penyelenggaraan jaminan sosial akan berubah dari
penyelenggaraan jaminan sosial yang bersifat parsial menuju sistem jaminan
sosial yang sistematis dan universal untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum akhirnya menutup pengantar ini, saya ingin menyampaikan
pendapat saya bahwa buku ini dapat memberi wawasan bagi pembaca. Materi
yang disajikan cukup menarik, karena merupakan sesuatu yang baru dalam
karya-karya tulis ilmiah di bidang Kesejahteraan Sosial. Gaya bahasa yang
dipilih pun cukup mengalir, dengan pilihan-pilihan kata yang lugas dan mudah
dimengerti, sehingga membuat secara keseluruhan buku ini terasa enak untuk
dinikmati.

Selamat Membaca.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
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PENGANTAR

“Jaminan Sosial dan Kebijakan Publik”

Oleh:
Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc., PH.
(Pemerhati Kebijakan Publik, Mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada penulis

buku ini, Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. yang telah secara sungguh-
sungguh meneliti dan kemudian menuangkan pengetahuan dan pemikirannya
mengenai jaminan sosial di Indonesia. Penelitian terhadap Dokumen Rancangan
Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan
hal yang sangat menarik, karena selain substansinya yang strategis dari sisi
sosial, juga posisi penulis sebagai pengamat yang sangat dekat dengan proses
legislasinya itu sendiri.

Saya mengenal penulis, ketika yang bersangkutan sedang menempuh
Program S3 pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia.
Saya adalah salah satu informan yang diwawancara terkait legislasi Rancangan
Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan beberapa
waktu kemudian tanpa sengaja saya diminta oleh Ketua Program S3 pada
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia untuk menjadi
salah satu penguji disertasinya yang berjudul “Proses Pembuatan Kebijakan
Sosial di DPR RI: Perdebatan Gagasan tentang Kesejahteraan dalam Legislasi
Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Tentu
sebuah kebetulan yang membawa keberuntungan, karena peran saya sebagai
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penguji pada sidang pra-promosi dan sidang promosi Dr. Dra. Hartini
Retnaningsih, M.Si.  juga sekaligus menjadi uji validitas bagi penelitannya.

Menurut pendapat saya, legislasi Rancangan Undang-Undang tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan bagian dari proses pembuatan
kebijakan publik, dalam rangka menciptakan sebuah sistem perlindungan
sosial yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Legislasi Rancangan Undang-
Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Parlemen dalam hal
ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menghasilkan kebijakan
publik berupa undang-undang, yang diharapkan dapat menjadi payung bagi
penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Masalah jaminan sosial dalam
hal ini menjadi isu yang sangat aktual dan menarik, karena menyangkut tata
cara pemenuhan kebutuhan dasar manusia (penduduk Indonesia). Oleh karena
itu, sangat dapat dipahami munculnya berbagai konflik dan ketegangan di
antara para pemangku kepentingan, karena legislasi Rancangan Undang-Undang
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ingin mengubah banyak tata
cara penyelenggaraan ‘jaminan sosial’ yang  sebelumnya telah establish selama
beberapa dekade.

Dalam pandangan saya, perdebatan antara Parlemen dan Pemerintah
adalah hal yang sangat biasa, karena memang itulah tugas dan fungsi mereka.
Namun dalam konteks buku ini, saya melihat penulis memiliki kejelian
dalam mengungkapkan sebuah peristiwa pada masa lalu, khususnya bagaimana
Parlemen memandang masalah jaminan sosial yang secara ideal ingin dipersem-
bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Penulis cukup menarik dalam menyam-
paikan fakta dan gagasan-gagasannya tentang jaminan sosial dalam Perspektif
Parlemen. Dan pada akhir tulisannya, penulis menyimpulkan bahwa legislasi
Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
ibarat pintu gerbang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Legislasi
Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah
membangun perspektif yang lebih populis dalam penyelenggaraan jaminan
sosial di Indonesia. Dalam hal ini Parlemen sebagai lembaga legislatif telah
memperlihatkan perspektifnya yang visioner terhadap upaya perlindungan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial dalam perspektif parlemen
menempati posisi yang strategis, sehingga Parlemen berterkad kuat untuk
memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.



viii

Pada akhirnya saya ingin menyampaikan kesan saya, bahwa buku ini akan
memperkaya Ilmu Kesejahteraan Sosial. Buku ini dapat dijadikan referensi
bagi siapa saja yang memiliki minat dan komitmen yang kuat terhadap masalah
jaminan sosial dan kesejahteraan.

Selamat Membaca.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
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PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI merupakan pusat kegiatan

ilmiah yang mengarahkan setiap produknya pada kebijakan nasional terutama
yang terkait dengan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi
anggaran dari DPR RI.

Buku berjudul “Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal
Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial” karya Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. merupakan salah
satu produk yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI
pada tahun 2017. Sebagai institusi penelitian yang memiliki komitmen untuk
menghasilkan karya-karya ilmiah yang berimplikasi pada tugas dan fungsi
DPR RI, maka Pusat Peneltian, Badan Keahlian DPR RI berupaya secara
konsisten memproduksi berbagai jenis karya tulis yang didasarkan pada hasil
Peneltian. Buku ini merupakan hasil karya yang disusun secara serius berdasar-
kan penelitian dokumentasi yang dilengkapi dengan hasil wawancara kepada
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beberapa informan yang dinilai kredibel terhadap masalah jaminan sosial di
Indonesia. Bahkan para informan yang diwawancara tersebut pernah terlibat
dalam legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

Besar harapan saya, buku ini dapat memperkaya pembaca dalam pengeta-
huan tentang jaminan sosial di Indonesia. Secara khusus, buku ini diharapkan
dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI khususnya yang
bertugas di Komisi VIII dan Komisi IX dalam rangka mengawal pelaksanaan
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU
No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu,
buku ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya
Ilmu Kesejahteraan Sosial yang hingga kini terus menghadapi banyak
tantangan dalam mencari solusi terkait masalah jaminan sosial untuk
kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selamat membaca.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

        Jakarta, November 2017
Kepala Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI

     Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
    NIP. 19711117 199803 1 004
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi

kesempatan bagi saya untuk memberikan kontribusi bagi penyelesaian buku
berjudul “Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari
Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial” yang ditulis oleh sahabat saya, Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Saya memiliki kesan pribadi tentang penulis, yaitu seorang peneliti yang tekun
dan memiliki minat yang kuat terhadap masalah kesejahteraan sosial, khususnya
jaminan sosial.

Saya merasa mendapat kehormatan untuk menjadi editor buku ini, karena
saya merasa memiliki visi dan komitmen yang serupa terkait masalah jaminan
sosial di Indonesia. Dan saya sungguh salut kepada sahabat saya, Dr. Dra.
Hartini Retnaningsih, M.Si yang telah bekerja keras untuk memaparkan
pengetahuan dan analisisnya terkait jaminan sosial dalam perspektif Parlemen
melalui buku ini. Mungkin ada berbagai versi analisis para pengamat terhadap
legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Pengantar Editor
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Sosial, namun buku ini mengambil hanya sebagian kecil dari berbagai versi
tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi arti penting
dari buku ini. Dalam pandanagn saya, buku ini cukup memberikan sumbangan
pemikiran dan ikut menambah kekayaan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu
Kesejahteraan Sosial.

Buku ini menguraikan tentang perspektif Parlemen dalam memperjuangkan
jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan penulis,
ada perspektif yang berbeda antara Parlemen dan Pemerintah terkait masalah
jaminan sosial di Indonesia. Hal utama yang menginspirasi penulis adalah bahwa
jaminan sosial terkait dengan upaya perlindungan sosial yang harus diberikan
oleh negara kepada rakyatnya agar mereka dapat hidup secara layak. Berdasarkan
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan
sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam
upaya perlindungan tersebut, Parlemen merupakan bagian dari negara yang
memiliki otoritas dalam menentukan tata cara penyelenggaraan jaminan sosial
di Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial dalam hal ini harus diatur dengan
undang-undang, dan oleh karena itu UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan terbentuknya Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial yang berlaku secara nasional di Indonesia. Namun yang menjadi
masalah besar saat itu adalah lambannya respon Pemerintah dalam menyikapi
dan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga akhirnya
Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI.

Buku ini menganalisis legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Dokumen Rancangan Undang-
Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan wawancara dengan
beberapa informan yang pernah terlibat dalam legislasi tersebut. Penulis
menyimpulkan bahwa memang ada perspektif yang berbeda antara Parlemen
dan Pemerintah selama legislasi. Pada bagian akhir bukunya, penulis menggaris-
bawahi bahwa legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial telah membangun perspektif yang lebih populis dalam
penyelenggaraan  jaminan sosial di Indonesia. Dalam hal ini Parlemen sebagai
lembaga legislatif telah memperlihatkan perspektifnya yang visioner terhadap
upaya perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial dalam
perspektif Parlemen menempati posisi yang strategis, sehingga Parlemen
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berterkad kuat untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia melalui sistem jaminan sosial nasional yang menerapkan 9
(sembilan) prinsip penyelenggaraan jaminan sosial.

Sebagai akhir dari pengantar buku ini, saya ingin menyampaikan kesan
pribadi saya bahwa buku ini memberikan sesuatu yang baru dan layak dibaca.

Selamat Membaca.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 Jakarta, November 2017

Editor
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Menulis buku merupakan salah satu tugas utama seorang peneliti, di mana

buku merupakan bukti nyata kontribusi peneliti kepada Ilmu Pengetahuan.
Tak jarang seorang peneliti menghadapi berbagai kendala dalam mengungkapkan
gagasan dan analisisnya terhadap suatu permasalahan, namun bukan berarti
peneliti akan menyerah begitu saja, dan menulis buku menjadi suatu kenisca-
yaan yang harus disadari.

Buku berjudul “Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal
Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial” ini merupakan hasil pencarian, penggalian, renungan, dan
kajian yang telah beberapa tahun dilakukan, dengan kegiatan utama mempelajari
dokumen pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Kajian ini juga dilengkapi telaah terhadap hasil wawancara
penulis dengan beberapa informan yang merupakan pelaku yang terlibat aktif
dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial.

Pengantar Penulis
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Sisi menarik dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjadi fokus analisis dalam buku
ini adalah perspektif Parlemen terkait masalah jaminan sosial di Indonesia.
Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena jaminan sosial memiliki
peran yang strategis di tengah perkembangan masyarakat global yang meman-
dang hak asasi manusia sebagai pijakan dasar dalam upaya pemenuhan kebutuhan
hidup manusia. Terjadinya perdebatan-perdebatan sengit antara Parlemen dan
Pemerintah menunjukkan adanya perspektif yang berbeda di antara kedua
lembaga negara tersebut, walaupun ada kesamaan tujuan dari legislasi, yaitu
memberikan jaminan sosial yang adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Akhirnya penulis berharap agar buku ini bukan saja dapat menjadi masukan
bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya
yang mencakup legislasi, pengawasan, dan anggaran, namun juga agar buku ini
dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kesejahteraan
Sosial, selain juga dapat memberi inspirasi bagi penelitian dan penulisan buku
yang serupa pada masa yang akan datang. Tak lupa penulis mengucapkan kepada
berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam
penerbitan buku ini.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, November 2017

Penulis
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tentang Yayasan terahadap Upaya Pemberdayaan Masyarakat
(Studi terhadap Yayasan di Lima Kota: Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya)”, tahun 2003. – Penelitian
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13.2. Penelitian “Pencapaian Target Millenium Development Goals
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Jaminan Sosial Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang
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16.5. Anggota Tim Asistensi Komisi X DPR RI dalam Pembahasan RUU
Pendidikan Kedokteran, tahun 2013.
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Jakarta,  26 Juli s.d 13 Agustus 1993.

17.3. “Satisfactory Completed Advanced (Level 6) English Conversa-
tion Course”,  English Education Center, Jakarta, 23 August 1993.

17.4.  Seminar “Praktek Santet & Tinjauan Yuridis”, IKADIN & PTIK,
Jakarta, 17-18 Desember 1993.

17.5. Lokakarya “Teknik Membaca Cepat”, Sekolah Tinggi Manajemen
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Jakarta, 5 Maret 1999.
17.12.“Completed a 48-Hour Course”, IALF, 27 July to 2 September

1999.



110

SEPENGGAL ANALISIS DARI LEGISLASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN ...

17.13.“Completed a 55-Hour course”, The British Council, Jakarta, 3
November 2000.

17.14.Lokakarya “Kependidikan dan Olah Raga”, KBRI Thailand,
Bangkok, 5-6 Juli 2002.

17.15.“Parliamentary Internship Training Program, India Parliament”,
New Delhi, 19 September to 8 November 2002.

17.16.“Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Jepang Kelas A – 48 Jam”, DPR
RI, Jakarta, 19 April s.d 20 Juli 2004.

17.17.“Pelatihan Metodologi Riset Ekonomi dan Pengaruh APBN
terhadap Kesejahteraan Rakyat Bagi Staf Sekretariat DPR”,
Lembaga Penelitian SMERU, 28 Maret – 16 Juni 2005.

17.18.“Completed a Japanese Course in CKI Center – Pre-Intermediate
Level”, Jakarta, 17 April to 21 June, 2006.

17.19.“International Training Program on The Right of The Child - A
Practical Approach - Phase I, Stockholm,  Sweden, October 1 –
19, 2007.

17.20.Lokakarya Nasional Penulisan Artikel pada Jurnal Nasional dan
Internasional, Malang, 27 – 30 Maret 2008.

17.21.“International Training Program on the Rights of the Child – A
Prtactical Approach – Phase II”,  New Delhi, India, April 29 to
May 2, 2008.

17.22.“Satisfactory Completed the Elementary 1 of Japanese Course”,
Duta Talenta Utama, Jakarta, 19 Juni 2008.

17.23.“Participation in the National Confrence of State Legislatures 2008
Summit”, New Orleans, Louisiana, USA, July 16-26, 2008.

17.24.“Pelatihan Penyusunan Rancangan Penelitian Ilmiah”, Biro
Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPR RI, Jakarta, 03-14
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17.25.“Indonesian Parliamentary Expert Staff Training Security Sector
Reform Dynamics in Indonesia”, Yogyakarta, 27-28 July, 2009.

17.26.General Lecture for Post-Graduate Student on “Management of
Faith-based Organization”, Department of Social Welfare, Faculty of
Social and Political Sciences, University of Indonesia, Depok, October
23, 2009.
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17.27.Seminar Sehari “Persiapan Penulisan Disertasi”, Program
Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia,
Depok, 17 November 2009.

17.28. International Seminar on “Human Rights Perspective: A Challenge
for Social Work Practices and Education in Indonesia”, Department
of Social Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Univer-
sity of Indonesia, Depok, May 3, 2010.

17.29.Seminar “From Institutional to Community Based Intervention”,
FISIP Universitas Indonesia Bekerjasama dengan VU University
(Amsterdam), Netherlands Leprasi Relief, dan CBM (Community
Based Management), Depok, 2 Agustus 2010.

17.30. International Public Lecture on “Local Governance and Social
Policy”, Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political
Sciences, University of Indonesia, Depok, October 18, 2010.

17.31. International Public Lecture “Indigenizing Social Work: Theory,
Model and Practice”, University of Indonesia, Depok, 25th of
February, 2011.

17.32.Workshop Bidang Kesejahteraan Sosial “Bahasa Pada Rancangan
Undang-Undang, Tulisan Ilmiah dan Tulisan Ilmiah Populer”,
Setjen DPR RI, Jakarta, 10 Maret 2011.

17.33.Workshop Internal Bidang Kesejahteraan Sosial “Pembangunan
Sosial dan Tugas Parlemen”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan
Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 23 Maret
2011.

17.34.Diskusi Kepakaran Bidang Kesejahteraan Sosial “Perspektif
Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Karakter pada Pendidikan
Dasar”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 6 April 2011.

17.35.“Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia”, Jakarta, 21 Februari 2012.
17.36. Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian,

Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan
Tema “Sumber Informasi Penelitian: Data Primer dan Data Sekunder”,
Jakarta, 16 Juli 2012.
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17.37.Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan
Tema “Penyuntingan Artikel Ilmiah Menuju Akreditasi LIPI 2012”,
Jakarta, 18 September 2012.

17.38.Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan
Tema “Kebijakan dan Implementasi Rancangan Sekolah Bertaraf
Internasional”, Jakarta, 19 September 2012.

17.39.Workshop Web of Science: “Tools to Optimise Citation to Produce
an Effective Thesis and Research Papers”, Depok, 7 Februari 2013.

17.40.Workshop Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan
tema “Metodologi dalam Paradigma Sistem Berfikir (System
Thinking)”, Jakarta, 6 Mei 2013.

17.41.“Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Bidang Sosial Humaniora”,
Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, 8 & 10 Mei 2013.

17.42.Seminar Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan
Tema “Policy Brief sebagai Alternatif Penerbitan Info Singkat”,
Jakarta, 28 Juni 2013.

17.43.Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan
Tema “Relevansi Karya Tulis Ilmiah dengan Pelaksanaan Fungsi
DPR”, Jakarta, 11 September 2013.

17.44.Diskusi Internal Bidang Pengkajian Pusat Pengkajian, Pengolahan
Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema “Perma-
salahan Tripartit: Pemerintahan, Pengusaha, dan Masyarakat Adat”,
Jakarta, 29 November 2013.

17.45.Seminar Bidang Pengkajian Pusat Pengkajian, Pengolahan Data
dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema “Pengelolaan
Jurnal Ilmiah”, Jakarta, 7 Maret 2014.

17.46.Workshop Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan
Tema “Implementasi UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
Kendala dan Solusinya”, Jakarta, 20 Maret 2014.
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17.47.Seminar Kepakaran Bidang Pengkajian Pusat Pengkajian, Peng-
olahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema
“Evaluasi Akademisi terhadap Kinerja DPR Periode 2009-2014
dalam Bidang Legislasi, Hubungan Internasional, dan Masalah
Sosial”, Jakarta, 16 April 2014.

17.48.Workshop Bidang Pengkajian Pusat Pengkajian, Pengolahan Data
dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan tema “Metodologi
Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, Jakarta, 16 Mei 2014.

17.49.Diskusi Internal Bidang Kesejahteraan Sosial - Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dengan
tema “Menghitung Komponen Hidup Layak dan Upah yang Pantas
Bagi Buruh”, Jakarta, 15 April 2015.

17.50.Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dengan tema “Harmonisasi Kebijakan
Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang
Sistem Jaminan Sosial Nasional”, Jakarta, 24 November 2015.

17.51.Seminar Internal Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI dengan tema “Deradikalisasi dan Kontra-
Terorisme melalui Nilai-Nilai Budaya Pancasila”, Jakarta, 10 Mei 2016.

18. Publikasi Ilmiah:
18.1. Skripsi: “Peranan Acara “Khazanah Dunia Pustaka” dalam Menum-

buhkan Minat Baca Mahasiswa (Studi Korelasional antara Acara
“Khazanah Dunia Pustaka” dari TVRI Stasiun Yogyakarta dengan
Minat Baca Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang)”, UNDIP,
Semarang, 1990.

18.2. Tesis: “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (Program UP2K PKK)
(Studi Kasus di Desa Pakualam, Kecamatan Serpong, Kabupaten
Tangerang, Propinsi Jawa Barat)”, Jakarta, 2000.

18.3. “Pendidikan Prasekolah Untuk Pengembangan Kualitas Sumber
Daya Manusia di Masa Mendatang”, Jurnal Kajian No. 01/Mei/1996.

18.4. “Peranan Keluarga, Sekolah dan Lembaga Sosial dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Psikotropika”, Jurnal Kajian No. 06/Juli/1997.



114

SEPENGGAL ANALISIS DARI LEGISLASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN ...

18.5. “Peranan Politik Wanita Indonesia”, dalam Buku: “Wanita dalam
Pembangunan (Studi terhadap Relevansi Peraturan Perundang-
Undangan RI terhadap Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskri-
minasi terhadap Wanita)”,  Ujianto Singgih Prayitno (Penyunting),
Jakarta : P3I Setjen DPR RI, 1996, ISBN : 979-9052-01-7.

18.6. “Analisa terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan RI
Tentang Hak-hak Wanita dalam Bidang Perkawinan/Keluarga”,
dalam Buku: “Wanita dalam Pembangunan (Studi terhadap Relevansi
Peraturan Perundang-Undangan RI terhadap Konvensi PBB tentang
Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita)”, Ujianto Singgih
Prayitno (Penyunting), Jakarta : P3I Setjen DPR RI, 1996, ISBN:
979-9052-01-7.

18.7. “Reformasi Pendidikan : Antisipasi Terhadap Tantangan Abad
XXI”, Jurnal Kajian No. 10/Agustus/1998.

18.8. “Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Mencari Format
Pengentasan Kemiskinan yang Tepat)”, dalam Buku: “Pembangunan
Sosial (Teori dan Implikasi Kebijakan)”, Sali Susiana & Yulia Indahri
(Penyunting), Jakarta : P3I Setjen DPR RI, Jakarta, Tahun 2000,
ISBN 979-9052-06-8.

18.9. “KPS BBM Bidang Pendidikan: Suatu Upaya Pemberdayaan
Masyarakat Miskin”, dalam  Buku: “Kesejahteraan Sosial: Wacana,
Implementasi, dan Pengalaman Empirik”, Didiet Widiowati
(Penyunting), P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 2005. ISBN 979-
9052-37-8.

18.10.“Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi dan  Rekonstruksi
Pasca Becana”, dalam Buku: “Pembangunan Kesejahteraan Rakyat:
Tinjauan Terhadap Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK”, Ujianto
Singgih  (Penyunting) P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 2006. ISBN.
978-979-9052-40-7.

18.11.“Program Bantuan Langsung Tunai dan Penanggulangan Kemiski-
nan di Indonesia”,  Jurnal Kajian Vol. 11, No. 1, Maret, 2006.
Akreditasi: No.86/AKRED-LIPI/ P2MBi/5/2007.

18.12.“PRT Center dan Pemberdayaan Pekerja Rumah Tangga”,  Jurnal
Kajian Vol. 12, No. 2, Juni 2007. Akreditasi: No.86/AKRED-LIPI/
P2MBi/5/2007.
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18.13.“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga”, Jurnal
Kajian Vol. 13, No. 1, Maret 2008. Akreditasi: No.86/AKRED-
LIPI/ P2MBi/5/2007.

18.14.“Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Periode 1999-2004 terhadap Penanganan Masalah Anak”, dalam
Jurnal Kajian Vol. 14, Maret 2009. Akreditasi Kajian: No.86/
AKRED-LIPI/ P2MBi/5/2007, ISSN: 0853-9316.

18.15.“Mengharap Dampak Positif Anggaran 20 Persen Bagi Masyarakat
Miskin”, dalam Buku: “Masalah Konstitusi dan Pengelolaan
Anggaran Pendidikan 20 % dalam Upaya Meningkatkan Kualitas
SDM Indonesia”, Editor: Makmuri Sukarno, Penerbit: P3DI
Setjen DPR RI, Jakarta, 2009, ISBN: 978-979-9052-44-5.

18.16.“Membangun Manajemen Bencana: Sebuah Tantangan Pembangunan
Sosial di Indonesia”, dalam Buku: “Tantangan Pembangunan Sosial
di Indonesia”, Editor: Didit Widiowati, Penerbit: Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta,
2009, ISBN: 978-979-9052-52-0.

18.17.“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Tengah
Krisis Ekonomi Global”, dalam Buku: “Krisis Ekonomi Global
dan Tantangan dalam Penanggulangan Kemiskinan”, Editor:
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